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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Seiring berkembangnya dunia kerja yang semakin maju, maka semakin 
tinggi pula kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan 
memiliki keterampilan khusus dalam suatu bidang. Salah satu institusi pendidikan 
seperti Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam upaya pengembangan 
sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Lulusan dari 
perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unggul, agar peran institusi 
pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM dapat dijalankan dan terlaksana 
dengan baik. Mahasiswa tidak cukup hanya dibekali dengan pengetahuan di 
bidangnya saja, melainkan diperlukan juga suatu pembelajaran di lapangan dalam 
mengaplikasikan pengetahuannya yang dimiliki di dunia kerja. 
Kegiatan pembelajaran di lapangan dapat dilakukan dengan melakukan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk 
memperkenalkan dan memberikan pelatihan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi 
mengenai dunia kerja. Selain itu, kegiatan ini dapat menjadi sarana dalam 
mengaplikasikan pengetahuan yang didapat saat di Perguran Tinggi dan juga 
sebagai perluasan dari ilmu yang bisa didapatkan saat di dunia kerja. Dengan 
adanya kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat melatih diri untuk menghadapi 
situasi kerja yang nantinya akan menumbuhkan sikap terampil, disiplin, tekun, 
jujur, serta mempunyai etos kerja yang tinggi dalam dunia kerja. Selain itu, kegiatan 
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dari Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat menjadi sebuah ajang untuk 
memperluas jaringan kerja sama yang baik antara instansi atau perusahaan tempat 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan dengan Perguruan Tinggi tempat praktikan 
memperoleh ilmu. 
Dalam rangka memperoleh pengalaman yang bersifat riil ini, oleh karena 
itu, Program Studi Strata I Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
menetapkan salah satu persyaratan kelulusan yaitu dengan diwajibkannya 
melakukan Praktik Kerja Lapangan sebelum menuju skripsi. 
Praktik Kerja Lapangan ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS, yang dilakukan 
minimal selama 40 hari kerja di perusahaan ataupun instansi pilihan praktikan yang 
termasuk ke dalam ruang lingkup studi dari praktikan. Praktik Kerja Lapangan ini 
dilakukan oleh praktikan dalam bidang perpajakan yang masih termasuk ke dalam 
ruang lingkup dari bidang studi praktikan yaitu akuntansi. Praktikan melakukan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan di bidang perpajakan bertujuan agar pemahaman 
mengenai dunia perpajakan khususnya pada perpajakan daerah menjadi lebih luas. 
Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan praktikan di Unit Pelayanan Pajak 
dan Retribusi Daerah (UPPRD) Tanah Abang. Kegiatan PKL ini dilaksanakan 
dalam rangka memenuhi Laporan Praktik Kerja Lapangan dan selanjutnya 
menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 
pendidikan di Program Studi Strata I Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun maksud dan tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
1. Maksud diadakannya PKL antara lain: 
a. Mengetahui dan mempelajari lebih lanjut mengenai perpajakan 
khususnya perpajakan daerah. 
b. Melakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan latar belakang yang 
Praktikan ambil di Universitas Negeri Jakarta yaitu dibidang akuntansi 
dengan konsentrasi pajak. 
c. Menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sebagai salah satu 
persyaratan kelulusan dalam Program Studi Strata I Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
2. Tujuan diadakannya PKL antara lain: 
a. Mendapatkan pengalaman kerja nyata dibidang pajak dengan 
melakukan tugas-tugas secara langsung sesuai dengan teori yang 
didapatkan selama perkuliahan. 
b. Memperoleh kesempatan untuk dapat mengembangkan sikap disiplin, 
tanggung jawab, mandiri, kreatif, dan memiliki inisiatif yang tinggi 
dalam melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu 
permasalahan. 
c. Memperoleh pengetahuan mengenai mata kuliah perpajakan secara 
langsung. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan ini mempunyai manfaat positif yang sangat besar 
bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan juga bagi perusahaan. Kegunaan dari Praktik 
Kerja Lapangan tersebut antara lain: 
1. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi praktikan: 
a. Meningkatkan wawasan dalam dunia kerja, khususnya di bidang 
perpajakan, sehingga memiliki keterampilan di bidang perpajakan. 
b. Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan 
dunia kerja yang nyata. 
c. Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa serta 
kemampuan bersosialisasi dalam bekerja. 
2. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta: 
a. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. 
b. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan 
perusahaan/instansi sehingga perguruan tinggi lebih dikenal di dunia 
kerja. 
c. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang 
sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi dan tuntutan 
pembangunan pada umumnya. 
3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 
Daerah Tanah Abang: 
a. Dengan adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat 
membantu pekerjaan operasional karyawan yang terkait. Baik dalam 
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pekerjaan yang bersifat sehari-hari (tetap) maupun pekerjaan yang 
bersifat tidak tetap. 
b. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang 
akan memasuki dunia kerja. 
c. Membangun kemitraan agar instansi dapat dikenal dalam bidang 
akademik dan menjadi contoh instansi yang dapat menunjukkan 
integrasinya. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja lapangan di instansi pemerintah yang 
bergerak dalam bidang perpajakan daerah. Praktikan ditempatkan pada: 
nama instansi : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
  Tanah Abang 
alamat    : Gedung Graha Mental Spiritual lt. 4, 
       Jl. H. Awaludin II, Kebon Melati, 
  Tanah Abang, Jakarta Pusat 
telepon    : (021) 3925606 
website    : www.bprd.jakarta.go.id 
email    : upprdtanahabang@gmail.com 
Praktikan memilih Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Tanah Abang 
sebagai tempat praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan karena 
praktikan ingin mengetahui lebih banyak mengenai bidang perpajakan khususnya 
tentang perpajakan daerah. 
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Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Tanah Abang memiliki beberapa bagian 
antara lain; Bagian Pendataan, Bagian Pelayanan, bagian Penagihan, dan Sub 
Bagian Tata usaha. Praktikan ditempatkan di Bagian Pelayanan selama Praktik 
Kerja Lapangan berlangsung. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mengurus surat 
permohonan pelaksanaan PKL di Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan 
Hubungan Masyarakat (BAKH) Universitas Negeri Jakarta. Permohonan 
pelaksanaan PKL mulai dari tanggal 30 Juli 2018 hingga tanggal 28 
September 2018. Surat permohonan tersebut akan ditujukan ke Bagian 
Kepegawaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta 
(lampiran 1 halaman 41). Setelah surat permohonan dibuat, kemudian 
praktikan langsung memberikan surat permohonan PKL tersebut ke Badan 
Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta bersama dengan pemberkasan lain 
seperti Curriculum Vitae, serta lampiran Indeks Prestasi (IP). Kemudian 
instansi menyetujui dan menempatkan praktikan di Unit Pelayanan Pajak 
dan Retribusi Daerah Tanah Abang untuk melakukan kegiatan PKL dengan 
memberi surat lanjutan ke instansi terkait mengenai penempatan kegiatan 
PKL (lampiran 2 halaman 43). Setelah itu, praktikan menuju Unit Pelayanan 
Pajak dan Retribusi Daerah Tanah Abang untuk menyerahkan surat lanjutan 
dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta untuk memberikan surat 
lanjutan mengenai penyetujuan dari kegiatan PKL di instansi tersebut. 
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2. Tahap Pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 
Daerah Tanah Abang dimulai dari tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 
tanggal 28 September 2018 yang dilaksanakan setiap hari kerja, pada pukul 
07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB untuk hari senin hingga hari 
kamis. Sedangkan jam kerja untuk hari jumat ialah hingga pukul 16.30 WIB. 
Waktu istirahat untuk hari senin hingga hari kamis mulai dari pukul 12.00 
WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Pada hari jumat, waktu istirahat 
dimulai dari pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Adapun 
surat keterangan mengenai penyelesaian PKL di UPPRD Kecamatan Tanah 
Abang dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 44 dan rincian kegiatan 
pelaksanaan PKL pada lampiran 6 halaman 49. 
 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan untuk 
menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan juga untuk 
memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Strata I Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan 
laporan PKL di awal bulan Oktober 2018 dan selesai di bulan Desember 
2018. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Instansi 
Dinas Pendapatan Daerah ialah salah satu unsur pelaksana Pemerintah 
Daerah yang menangani pendapatan untuk daerah DKI Jakarta. Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi DKI Jakarta ini telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952. 
Selama dari awal terbentuknya hingga saat ini, Dinas Pendapatan Daerah telah 
mengalami beberapa kali perubahan baik nama dan struktur organisasi yang 
disesuaikan dengan kondisi pada zamannya berdasarkan Surat Keputusan yang 
berlaku. Berikut adalah sejarah mengenai perubahan nama dari Dinas Pendapatan 
Daerah: 
1. Berdasarkan Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota Sementara Djakarta 
No.18/ D.K tanggal 11 September 1952, Dinas Pendapatan Daerah disebut 
sebagai Suku Badan Padjak. Penggunaan dari nama ini mulai dari tahun 1952 
hingga tahun 1955; 
2. Pada tahun 1956, Suku Badan Padjak mengalami perubahan menjadi Bagian 
Padjak hingga tahun 1965; 
3. Berdasarkan Surat Keputusan No. B.6=/6/52/1966 tanggal 22 juni 1966, 
kembali mengalami perubahan dari Bagian Padjak menjadi Kantor Urusan 
Pendapatan Daerah dan Padjak; 
4. Di tahun 1968, perubahan kembali terjadi berdasarkan Surat Keputusan 
Gubernur DCI Djakarta No. Ib.3/2/48/1968 tanggal 3 September 1968. 
Berdasarkan surat ketetapan ini, Kantor Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak 
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berubah menjadi Dinas Padjak dan Pendapatan D.C.I Djakarta hingga tahun 
1974; 
5. Mulai dari tahun 1975 hingga 1976 dikenal menjadi Kantor Padjak dan 
Pendapatan DKI Jakarta. Perubahan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 
KDKI Jakarta No. B.VII-774/a/1/1975 tanggal 20 Februari 1975; 
6. Perubahan menjadi Dinas Padjak DKI Jakarta terjadi pada tahun 1976 
berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. B.VII-5851/a.1.1976 
tanggal 1 Juli 1976. Perubahan ini berlaku hingga tahun 1982; 
7. Berdasarkan Instruksi Gubernur KDKI Jakarta Nomor 890 tahun 1981, Dinas 
Padjak DKI Jakarta kembali mengalami perubahan menjadi Dinas Pendapatan 
Daerah DKI Jakarta. Perubahan ini dimulai dari tahun 1983 hingga tahun 2007; 
8. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur 
Nomor 34 Tahun 2009 untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut. 
Adapun Peraturan gubernur tersebut berisi tentang Organisasi dan Tata Kerja 
dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta; 
9. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 tahun 2011 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah. 
Pada tanggal 24 Desember 2014, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Pelayanan Pajak dan Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah 
(UPPD). Berdasarkan Peraturan Gubernur ini Unit Pelayanan Pajak Daerah 
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merupakan Unit Pelaksanan Teknis dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI 
Jakarta yang memiliki lingkup wilayah kerja pada Kecamatan; 
10. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, 
Dinas Pelayanan Pajak berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan 
Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. 
Dengan berubahnya nama dan fungsi dari Dinas Pelayanan Pajak menjadi 
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), mengakibatkan adanya perubahan 
fungsi dan tugas. Sebelumnya, Dinas Pelayanan Pajak hanya melakukan pelayanan 
dan pemungutan pajak daerah. Sekarang, Badan Pajak dan Retribusi menjalankan 
tugasnya sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya perubahan 
tugas tersebut, maka seluruh kantor BPRD di tingkat kecamatan atau Unit Kerja 
BPRD juga mengalami perubahan. Sebelumnya, wajib pajak di Kecamatan dilayani 
oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD). Sejak dikeluarkannya Peraturan 
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 Tahun 2016, Unit 
Pelayanan Pajak Daerah berubah menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 
Daerah. 
Sedangkan Suku Dinas Pelayanan Pajak yang kini berubah menjadi Suku 
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) sekarang hanya melayani pajak dalam 
hal penilaian, pemeriksaan dan pengawasan, penetapan dan penagihan, 
pengurangan, keberatan, dan banding untuk semua jenis pajak daerah. 
Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah 
Provinsi DKI Jakarta adalah: 
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1. Visi: 
Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. 
2. Misi: 
a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif; 
b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan 
melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan 
permasalahan hukum pajak daerah; 
c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan 
pajak daerah; 
d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), 
sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta 
perencanaan anggaran dan program dinas; 
e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan dari pajak daerah; dan 
f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. 
 
B. Struktur Organisasi 
Dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan ditempatkan di Unit 
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Tanah Abang. Adapun 
struktur organisasi dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tertuang pada 
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan 
Retribusi Daerah. 
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Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Unit Pelaksana 
Teknis BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Unit 
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah ini memiliki satu Subbagian yakni 
Subbagian Tata Usaha, tiga satuan pelaksana yaitu Satuan Pelaksana Pelayanan, 
Satuan Pelaksana Pendataan, dan Satuan Pelaksana Penagihan, serta Subkelompok 
Jabatan Fungsional. Adapun bagan struktur organisasi UPPRD Tanah Abang dapat 
dilihat pada Lampiran 7 halaman 52. 
Kepala Unit, Subbagian, dan Satuan Pelaksana dari UPPRD memiliki tugas 
dan fungsinya masing-masing antara lain: 
1. Kepala Unit 
Adapun Kepala Unit dalam UPPRD memiliki tugas: 
a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD 
sebagaimana mestinya. 
b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Subbagian Tata Usaha, Satuan 
Pelaksana, dan Subkelompok dari Jabatan Fungsional. 
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi 
Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD. 
d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 
UPPRD. 
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2. Subbagian Tata Usaha 
Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan 
administrasi UPPRD yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata 
Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Unit. Adapun tugas dari Subbagian Tata Usaha ialah: 
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran UPPRD. 
d. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD. 
e. Menyusun pedoman, standar, dan prosedur teknis UPPRD. 
f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD. 
g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD. 
h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD. 
i. Menghimpun, menganalisis, dan mengajukan kebutuhan penyediaan, 
pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPRD. 
j. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan 
kenyamanan kantor UPPRD. 
k. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD. 
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l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan 
kelurahan sesuai lingkup wilayahnya. 
m. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, dan kegiatan 
serta akuntabilitas UPPRD. 
n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian 
Tata Usaha. 
3. Satuan Pelaksana Pelayanan 
Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD 
dalam melaksanakan kegiatan pendataan dan pemeriksaan pajak dan retribusi 
daerah sesuai kewenangannya yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan 
Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Unit. Berikut adalah tugas-tugas dari Satuan Pelaksana Pelayanan: 
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
c. Menyusun pedoman, standar, dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan 
lingkup tugasnya. 
d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah. 
e. Menerima, meneliti, dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran 
perpajakan daerah. 
f. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran 
pajak daerah. 
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g. Melaksanakan perekaman, pengelolaan, dan pengamanan basis data pajak 
daerah. 
h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang. 
i. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon/ legalisasi penneng 
pajak reklame, tanda masuk/ karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan. 
j. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan 
dokumen lain yang dipersamakan. 
k. Menerbitkan, mengukuhkan, mancabut dan menghapus NPWPD dan 
NOPD. 
l. Menerima, meneliti, dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah. 
m. Menerbitkan dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat ketetapan, 
surat keputusan, dan surta tagihan pajak daerah termasuk salinannya. 
n. Menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, 
pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah. 
o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 
Pelaksana Pelayanan. 
4. Satuan Pelaksana Pendataan 
Ialah salah satu Satuan Kerja lini UPPRD dalam pelaksanaan kegiatan 
pendataan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang memiliki beberapa tugas yaitu: 
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a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai 
dengan lingkup tugasnya. 
d. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan  dan pemuktahiran data 
subjek dan objek pajak daerah. 
e. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai 
Tanah. 
f. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan 
pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, 
penghapusan, dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah. 
g. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran 
atua penutupan subjek dan onjek pajak daerah. 
h. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi terkait. 
i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 
Pelaksana Pendataan. 
5. Satuan Pelaksana Penagihan 
Satuan pelaksana ini dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang 
berwenang dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah. Adapun 
tugas-tugas dari Satuan Pelaksana Penagihan antara lain: 
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a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai 
dengan lingkup tugasnya. 
d. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan. 
e. Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah. 
f. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan 
Pajak Daerah (STPD). 
g. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak. 
h. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah. 
i. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian 
kompensasi, retribusi dan pemindahbukuan. 
j. Memproses permohonan keringan, pembebasan, pembetulan, pembatalan 
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah 
sesuai dengan kewenangannya. 
k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 
Pelaksana Penagihan. 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan pajak dan 
Retribusi Tanah Abang, praktikan ditempatkan pada Satuan Pelaksana Pelayanan. 
Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh Ibu Fatimatuzzahra dan mempunyai tiga 
orang pegawai yakni Ibu Noviana Heriningtyas, Bapak Sean Janitra, dan Ibu Sari 
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Budiarti. Semua pegawai dan kepala satuan mempunyai pekerjaannya masing-
masing. Pelayanan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-
P2), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan oleh Ibu Sari Budiarti. 
Pelayanan untuk Pajak Reklame dikerjakan oleh Bapak Sean Janitra. Ibu Noviana 
Heriningtyas memegang tugas untuk pelayanan PBB-P2, Pajak Air Tanah (PAT), 
dan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta Nomor Objek 
Pajak Daerah (NOPD). Ibu Fatimatuzzahra bertugas memeriksa segala pekerjaan 
pada bagian pelayanan. Struktur dari Satuan Pelaksana Pelayanan dapat dilihat pada 
lampiran 8 halaman 53. 
 
C. Kegiatan Umum Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Tanah Abang 
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) ialah Unit Pelaksana 
Teknis dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dalam melaksanaan 
pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Saat ini, Unit Pelayanan Pajak dan 
Retribusi Daerah melaksanakan pemungutan jenis pajak yang sebelumnya sudah 
dilakukan oleh UPPD yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah (PABT), Pajak 
PBB-P2, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta tugas 
baru yakni melayani pendaftaran dan pelaporan untuk Pajak Restoran, Hotel, 
Hiburan, Parkir, dan Pajak Bahan bakar Kendaraan Motor (PBB-KB). 
Kegiatan umum dari Unit Pelayanan pajak dan Retribusi diatur dalam 
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 Tahun 
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2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan 
Retribusi Daerah. Berikut adalah tugas-tugas dari UPPRD: 
1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD. 
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD. 
3. Penyusunan pedoman, standar, dan prosedur teknis UPPRD. 
4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak daerah. 
5. Pendataan retribusi daerah. 
6. Pendaftaran, pengukuhan, dan penatausahaan subjek dan objek pajak 
daerah. 
7. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak 
daerah. 
8. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah. 
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD. 
10.  Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup kecamatan. 
11.  Penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada lingkup 
kecamatan. 
12.  Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD. 
13.  Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD. 
14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PKL 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 
Daerah Kecamatan Tanah Abang yang berlangsung selama 45 hari kerja, praktikan 
ditempatkan di Satuan Pelaksana Pelayanan. Praktikan dibimbing oleh Ibu 
Fatimatuzzahra selaku Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan. 
Satuan Pelaksana Pelayanan berkaitan dengan Satuan Pelaksana lain seperti 
Satuan Pelaksan Pendataan dalam pendataan mengenai objek-objek pajak daerah. 
Selain berkaitan dengan Satuan Pelaksana Pendataan, Satuan Pelaksana Pelayanan juga 
berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha dalam melakukan pengadministrasian berkas-
berkas yang masuk dan keluar. 
Di bawah ini adalah tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama 
menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 
Daerah Kecamatan Tanah Abang di Satuan Pelaksana Pelayanan: 
1. Mendaftarkan wajib pajak baru di Sistem Portal BPRD. 
2. Melakukan peng-inputan ketetapan pajak daerah untuk Pajak Air Tanah (PAT) di 
Sistem Portal BPRD. 
3. Melakukan pelayanan mutasi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wajib pajak 
di SIMPBB Web. 
4. Mendaftarkan permohonan wajib pajak baru reklame pada Sistem Portal BPRD. 
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B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Pajak dan 
Retribusi Daerah Kecamatan Tanah Abang, praktikan ditempatkan pada Satuan 
Pelaksana Pelayanan. Praktikan harus memiliki pemahaman dan ketelitian dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan selama PKL berlangsung. 
Praktikan memulai kegiatan Praktik kerja Lapangannya pada tanggal 30 Juli 
hingga 28 September 2018 di Satuan Pelaksana Pelayanan. Pada hari pertama, 
praktikan menemui semua Kepala Satuan Pelaksana untuk diberikan pengarahan 
terkait dengan tugas-tugas dari setiap satuan pelaksana. Setelah menemui Kepala 
Satuan Pelaksana, selanjutnya praktikan diperkenalkan kepada pegawai-pegawai yang 
ada di setiap satuan pelaksana tersebut. Satuan pelaksana pelayanan memiliki satu 
orang Kepala Satuan Pelaksana dan terdapat tiga orang pegawai yang melakukan 
tugasnya masing-masing. Praktikan dibimbing terlebih dahulu sebelum melaksanakan 
tugas-tugas yang diberikan oleh para pegawai maupun Kepala Satuan Pelaksana. 
Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama melakukan 
kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamtan Tanah Abang 
untuk satuan pelaksana pelayanan: 
 
1. Mendaftarkan wajib pajak baru di Sistem Portal BPRD 
Subjek pajak yang ingin dikukuhkan menjadi wajib pajak diurus oleh 
satuan pelaksana pelayanan. Pertama, Wajib Pajak datang ke Unit Pelayanan Pajak 
dan Retribusi Daerah dan mengisi data pada formulir pendaftaran wajib pajak 
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yakni Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) yang sudah disediakan di 
UPPRD dan menyerahkannya kepada pegawai pelayanan. Kemudian SPOPD 
tersebut diserahkan ke pegawai dari Satuan Pelaksana Pendataan untuk dilakukan 
pengemeriksaan lapangan. Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui apakah 
objek pajak yang akan dikukuhkan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, pegawai 
yang sudah melakukan pemeriksaan lapangan akan membuat laporan hasil 
pemeriksaan lapangan. Setelah laporan disahkan oleh Kepala Satuan Pelaksana 
Pendataan, selanjutnya laporan tersebut akan diberikan ke Satuan Pelaksana 
Pelayanan bersama dengan SPOPD yang sebelumnya sudah diisi oleh wajib pajak 
untuk mengurus pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan 
juga Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD). NPWPD ini berbeda dengan Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
Menurut Hidayat dan Purwana mengemukakan pengertian NPWP: “nomor 
yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan 
usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya”1. Sedangkan, 
NPWPD menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 65 Tahun 2018 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah: “nomor yang 
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah”2.  
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Dalam pembuatan dari NPWPD dan NOPD ini praktikan mengerjakan 
pekerjaan tersebut di Sistem Portal BPRD. Sistem Portal BPRD ini adalah sistem 
yang dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk menangani 
segala sesuatu yang berhubungan dengan pemungutan pajak daerah. Adapun 
beberapa jenis pajak daerah seperti: Pajak Bahan Bakar, Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Pada pekerjaan ini, praktikan terlebih 
dahulu diberi SPOPD beserta laporan hasil pemeriksaan lapangan yang sudah 
disahkan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pendataan dan dokumen lainnya yang 
dilampirkan oleh wajib pajak saat mengisi SPOPD. Kemudian berikut langkah-
langkah yang dilakukan praktikan untuk pembuatan NPWPD dan NOPD baru: 
a. Praktikan masuk ke Sistem Portal BPRD melalui Mozilla Firefox. Lakukan 
log-in di Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) dengan mengisi 
username dan password. Tampilan awal saat melakukan log-in dapat 
dilihat pada lampiran 9 halaman 54. 
b. Setelah masuk ke dalam SP2D, selanjutnya praktikan memilih menu 
‘Pendaftaran’ untuk mulai mendaftarkan subjek pajak yang akan 
dikukuhkan. Pada menu Pendaftaran terdapat beberapa bagian yang harus 
diisi. Jika semua bagian sudah terisi tekan simpan dan akan muncul nomor 
formulir pendaftaran yang harus dicatat karena nomor tersebut akan 
dibutuhkan untuk langkah akhir. Adapun tampilan dalam langkah ini dapat 
dilihat pada lampiran 10 halaman 55. 
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c. Jika perekaman untuk pendaftaran awal sudah berhasil, dilanjutkan dengan 
perekaman data untuk subjek pajak. Perekaman data subjek pajak ini 
dilakukan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Pilih menu 
‘Subjek Pajak’ kemudian terdapat bagian yang harus diisi. Jika semua 
bagian sudah terisi, tekan simpan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 
(NPWPD) akan muncul, kemudian save NPWPD di microsoft word. 
Apabila subjek pajak sudah mempunyai NPWPD tidak perlu melakukan 
langkah ini dan bisa langsung ke langkah selanjutnya. Tampilan untuk 
langkah ini dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 56. 
d. Setelah perekaman data untuk subjek pajak sudah dilakukan, selanjutnya 
melakukan rekam data untuk objek pajak. Rekam data untuk objek pajak 
ini akan menghasilkan Nomor Objek Pajak Daerah. Pilih menu ‘Objek 
Pajak’ kemudian terdapat dua bagian yang harus diisi. Bagian sebelah kiri 
ialah bagian data objek pajak. Beberapa data dari bagian ini bisa langsung 
terisi dengan mengisi nomor formulir yang sudah didapatkan saat selesai 
mengisi langkah b. Bagian di sebelah kanan ialah bagian data pemilik atau 
subjek pajak. Beberapa data untuk bagian ini bisa langsung terisi dengan 
mengisi NPWPD yang sudah didapatkan setelah melakukan langkah c. 
Walaupun beberapa bagian sudah dapat terisi dengan hanya memasukkan 
nomor formulir dan juga NPWPD, ada beberapa bagian yang perlu 
diperhatikan kembali seperti Bagian Klasifikasi Pajak. Karena jika 
Klasifikasi Pajak salah diisi maka NOPD yang dihasilkan nantinya tidak 
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akan sesuai dengan ketentuan dengan yang seharusnya. Kolom yang 
kosong dapat diisi jika terdapat keterangan di dokumen-dokumen 
pelengkap. Jika semua bagian sudah terisi selanjutnya tekan simpan dan 
Nomor Objek Pajak Daerah akan muncul, kemudian save NOPD di 
Microsoft word. Tampilan pada langkah ini dapat dilihat pada lampiran 12 
halaman 57. 
e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah yang 
sudah disimpan di Microsoft word selanjutnya dicetak dan hasil cetakan 
tersebut disalin. Cetakan yang asli akan diberikan kepada wajib pajak 
sedangkan salinannya disimpan sebagai bukti bahwa yang cetakan asli 
telah diterima. 
 
2. Melakukan peng-inputan ketetapan pajak daerah untuk Pajak Air Tanah 
(PAT) di Sistem Portal BPRD 
Pengertian Pajak Air Tanah menurut Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 
2017 tentang Pajak Air Tanah: “Pajak Air Tanah ialah pajak yang dikenakan atas 
pengambilan atau pemanfaatan atas air tanah”3. Pajak Air Tanah ialah pajak yang 
bersifat official assessment sehingga penetapan pajak terutang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 
Dalam hal ini, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah diberi kewenangan 
untuk melakukan penelitian, menghitung Pajak Air Tanah yang terutang, dan 
menerbitkan SKPD Pajak Air Tanah. Peng-inputan ketetapan pajak air tanah yang 
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terutang dilakukan di Sistem Informasi manajemen Pajak Air Tanah yang terdapat 
pada Sistem Portal BPRD. Dalam melakukan pekerjaan ini, praktikan pertama 
diberi dokumen Daftar Pencatatan Meter untuk bulan yang akan ditetapkan 
pajaknya. Dokumen ini berasal dari Dinas Perindustrian dan Energi yang berisi 
tentang pengguna dari air tanah dan seberapa banyak volume air tanah yang telah 
digunakan. Contoh dari dokumen daftar pencatatan meter ini dapat dilihat pada 
lampiran 13 halaman 58. Setelah diberikan dokumen awal untuk melakukan 
pekerjaan, praktikan melakukan langkah-langkah dalam peng-inputan ketetapan 
pajak air tanah: 
a. Pertama, praktikan masuk ke Sistem Portal BPRD melalui Mozilla firefox 
dan memilih menu untuk Pajak Air Tanah. Lakukan log-in dengan mengisi 
username dan password. 
b. Setelah masuk kedalam menu utama, pilih menu Penetapan dan masukkan 
Nomor Registrasi yang dapat dilihat di dokumen Daftar Pencatatan Meter 
kemudian klik cari. Jika Nomor Registrasi sesuai, maka akan muncul 
tampilan mengenai Nama Wajib Pajak, NOPD, Alamat Objek Pajak, Kode 
Tarif, dan No Meter. Setelah data tersebut sesuai dengan yang ada di 
dokumen, tekan view. Akan muncul tampilan baru yang berisi mengenai 
ketetapan pajak air tanah yang selama ini sudah ditetapkan serta berapa 
banyak volume air tanah yang sudah digunakan selama setiap periode. 
Selanjutnya klik input SKPD PAT. Tampilan pada langkah ini dapat dilihat 
pada lampiran 14 halaman 59. 
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c. Pada langkah ini praktikan harus mengisi di kolom Masa Pajak, Tahun 
Pajak, Meteran Awal, dan Meteran Akhir. Pada saat pengisian meteran awal 
dan meteran akhir dapat melihat di dokumen Daftar Pencatatan Meter. Perlu 
diperhatikan bahwa meteran awal untuk satu periode harus sesuai dengan 
meteran akhir periode sebelumnya. Jika sudah mengisi kolom meteran awal 
dan meteran akhir kolom pemanfaatan akan terisi secara otomatis. Periksa 
kembali kolom yang ada di dokumen dengan yang akan di-input ke sistem. 
Jika terjadi perbedaan mengenai pemanfaatan air yang digunakan anatara 
yang ada pada dokumen dengan yang ada pada sistem, maka pemanfaatan 
air yang digunakan ialah yang tertera pada sistem. Tampilan pada langkah 
ini dapat dilihat pada lampiran 15 halaman 60. 
d. Setelah kolom yang diisi sudah sesuai dengan dokumen, tekan simpan. 
Kemudian akan muncul tampilan baru mengenai detail SKPD yang telah di-
input beserta total ketetapan pajak yang sesuai dengan pemakaian dari 
pemanfaatan air. Tampilan dari SKPD yang sudah di-input dapat dilihat pada 
lampiran 16. SKPD ini nantinya akan dicetak, kemudian akan dikirimkan ke 
Wajib Pajak agar Wajib Pajak segera membayar tagihan pajaknya. 
 
3. Melakukan mutasi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wajib pajak di 
SIMPBB Web 
Menurut Hidayat dan Purwana mengemukakan pengertian Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB): “Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak 
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terutang diperuntukkan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. 
Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak”4. Sebelumnya Pajak Bumi 
dan Bangunan merupakan Pajak Pusat. Namun, berdasarkan ketentuan dari 
Undang-Undang No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan mulai dialihkan 
paling lambat 31 Desember 2013 menjadi Pajak Daerah. 
 Selain mengenai pajak yang terutang, pelayanan untuk Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) juga meliputi pelayanan untuk pemutakhiran data dari tanah 
dan/atau bangunan. Pelayanan pemutakhiran data untuk objek pajak PBB nantinya 
akan berguna untuk penetapan pajak terutang karena Pajak Bumi dan Bangunan 
termasuk salah satu jenis pajak yang bersifat official assessment. Sebelum 
melakukan mutasi untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Praktikan diberikan beberapa 
dokumen yang nantinya akan diperlukan dalam peng-inputan. Adapun dokumen 
yang diberikan seperti dokumen hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh 
pegawai Satuan Pelaksana Pendataan, form untuk melakukan pelayanan PBB, 
bukti pembayaran PBB,  photocopy Akta Jual Beli, dan Kartu Tanda Penduduk. 
Adapun langkah-langkah untuk melakukan pemutakhiran data adalah sebagai 
berikut: 
a. Log-in terlebih dahulu pada laman SIMPBB (Sistem Informasi Manajemen 
Pajak Bumi dan Bangunan) dengan memasukkan username dan password. 
b. Jika sudah masuk ke tampilan awal SIMPBB, pilih menu Pendataan > 
Pendataan Objek Pajak > SPOP-LSPOP. Tampilan akan berubah menjadi 
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pendataan SPOP dan LSPOP. Tampilan pada langkah ini dapat dilihat pada 
lampiran 17 halaman 62. 
c. Isi bagian yang kosong seperti Jenis Formulir, Jenis Transaksi, Nomor 
Formulir, NOP. Jenis Formulir yang akan di-input sesuai dengan pelayanan 
apa yang diperlukan. Jika pelayanan yang diminta adalah pelayanan untuk 
balik nama maka jenis formulir yang digunakan ialah ‘S’. Jenis transaksi yang 
akan di-input ialah nomor 12 dimana nomor ini mengindikasikan opsi untuk 
melakukan pemutakhiran data dari objek pajak. Pengisian dari nomor formulir 
diisi dengan melanjuti nomor terakhir nomor formulir yang sudah dilakukan 
untuk pelayanan PBB yang sudah dilakukan (misal: 2018.0003.0036.0 maka 
selanjutnya menggunakan nomor formulir 2018.0003.0037.0). Nomor 
formulir baiknya ditulis sebagai penanda bahwa untuk pelayanan PBB sudah 
dilakukan dan dengan penulisan nomor formulir nantinya pegawai dapat 
melakukan pengecekan kembali jika masih terdapat kesalahan ataupun 
kekurangan input. Kolom NOP diisi sesuai dengan NOP yang akan dilakukan 
pelayanan. Jika terdapat NOP Bersama ataupun NOP Awal, maka kolom 
tersebut akan secara otomatis terisi jika sudah mengisi kolom NOP. Setelah 
mengisi kolom yang sesuai tekan enter dan tampilan akan berubah. Tampilan 
pada langkah ini dapat dilihat pada lampiran 18 halaman 63. 
d. Langkah selanjutnya penggantian data yang diperlukan dalam pelayanan. 
Pada tampilan ini, ada beberapa bagian yang perlu diisi kembali seperti Data 
Subjek Pajak, Data Letak Objek Pajak, Data Bumi, dan Identitas 
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Pendata/Penjabat Yang Berwenang.   Sebelum mengisi bagian tersebut kolom 
Nomor Formulir dan NOP diisi kembali. Jika NOP sudah diisi maka bagian 
lain akan terisi secara otomatis. Perubahan data dilakukan sesuai dengan yang 
diperlukan. Apabila pelayanan untuk balik nama, maka bagian Data Subjek 
Pajak dimana terdapat kolom NIK/NPWP diisi sesuai dengan NIK/NPWP 
pemilik yang baru. Jika NIK yang digunakan ialah NIK penduduk Jakarta, 
maka kolom lain untuk bagian Data Subjek Pajak akan terisi dengan 
sendirinya. Penggantian untuk luas tanah terdapat di bagian Data Bumi 
dimana luas tanah yang seharusnya di-input dapat dilihat dari dokumen Akta 
Jual Beli yang dilampirkan. Kolom-kolom pada bagian Pendata/Pejabat Yang 
Berwenang seperti tanggal pendataan, NIP pendata, tanggal penelitian, dan 
NIP Peneliti dapat dilihat pada dokumen hasil verifikasi penelitian. Jika semua 
bagian sudah teriisi tekan enter dan data pemutakhiran untuk objek pajak akan 
tersimpan. Pengisian pada langkah ini dapat dilihat pada lampiran 19 halaman 
64. 
e. Jika pelayanan PBB diperlukan perubahan untuk luas bangunan maka lakukan 
langkah yang sama seperti di langkah c namun untuk Jenis Formulir pilih ‘L’ 
dan Jenis Transaksi yang digunakan ialah 22. 
f. Pada Formulir L akan menampilkan beberapa bagian yaitu bagian Rincian 
Data Bangunan, Fasilitas, Data Tambahan, dan Identitas Pendata. Bagian. 
Perubahan mengenai luas bangunan terdapat di bagian Rincian Data 
Bangunan dan acuan untuk peng-inputannya melihat dari dokumen hasil 
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verifikasi penelitian dari pegawai. Pengisian pada bagian Fasilitas mengikuti 
dari form yang sudah diisi oleh Wajib Pajak sedangkan pada bagian Data 
Tambahan dikosongkan dan bagian Identitas Pendata/Pejabat Yang 
Berwenang seperti tanggal pendataan, NIP pendata, tanggal penelitian, dan 
NIP Peneliti dapat dilihat pada dokumen hasil verifikasi penelitian. Jika sudah 
terisi kemudian tekan enter dan pemutakhiran untuk Data Bangunan sudah 
tersimpan. Pengisian pada langkah ini dapat dilihat pada lampiran 20 halaman 
65. 
g. Selanjutnya melakukapan penetapan atas luas tanah yang sudah diganti 
dengan kembali ke menu utama dan pilih menu Penetapan kemudian pilih 
Penetapan dan Pencetakan Terseleksi. Masukkan NOP dari PBB, tahun 
ketetapannya, tanggal terbit, dan tanggal jatuh tempo kemudian pilih Batal 
dan akan muncul keterangan kemudian pilih OK. Selanjutnya pilih masukkan 
kembali tahun ketetapannya kemudian tekan enter dan pilih Proses NOP. 
Langkah ini dapat dilihat pada lampiran 21 halaman 66. 
h. Pilih Lihat > Data Objek Pajak > Catatan Pembayaran PBB dan masukkan 
kembali NOP tersebut yang sudah dilakukan pemutakhiran data dan pilih 
cetak pembayaran. Tampilan pada langkah ini dapat dilihat pada lampiran 22 
halaman 68. 
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4. Mendaftarkan permohonan wajib pajak baru reklame pada Sistem Portal 
BPRD 
Penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh orang pribadi maupun 
badan haruslah melakukan permohonan untuk pemasangan reklame hal ini 
dikarenakan reklame merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh 
pemerintah daerah. Adapun reklame yang dimaksud mempunyai bentuk yang 
beragam mulai dari papan, kain, sticker, balon udara, kendaraan, dan lain-lain. 
Sebelum peng-inputan dari permohonan pajak reklame baru, praktikan diberikan 
dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas ini seperti form untuk 
melakukan pendaftaran reklame baru yang sudah diisi oleh wajib pajak yang ingin 
mengajukan permohonan pendaftaran pajak reklame, fotocopy Kartu Tanda 
Penduduk dari pemohon, denah dari pengadaan reklame, dan juga foto dari 
reklame yang akan dipasang. Berikut akan dijelaskan langkah-langkah untuk 
pendaftaran permohonan wajib pajak baru mengenai pajak reklame.: 
a. Melakukan log-in di Sistem Portal BPRD dengan mengisi username dan 
password log-in kemudian pilih SIM-R (Sistem Manajemen Informasi 
Reklame). Setelah melakukan log in maka akan muncul tampilan awal dari 
SIM-R. 
b. Pilih menu pendaftaran reklame kemudian pilih pendaftaran baru dan 
tampilan akan berubah. Ada beberapa bagian yang harus diisi pada langkah 
ini mengenai data-data pemohon dan data reklame yang akan dipasang 
seperti nama dan Alamat Pemohon, Teks Reklame, Luas Reklame, Jumlah 
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Muka, Jenis Reklame, Alamat Reklame, Keterangan, Kelurahan, dan 
Tanggal Daftar. Pengisian kolom tersebut dapat dilihat di form pendaftaran 
yang sudah diisi. Adapun yang perlu diperhatikan ialah saat pengisian 
untuk Alamat Reklame dikarenakan alamat dari reklame tidak diketik 
manual melainkan memilih dari nama jalan yang termasuk wilayah kerja 
dari UPPRD Kecamatan Tanah Abang. Jika semua bagian telah diisi maka 
tekan simpan dan lakukan cetak pendaftaran. Pengisian pada langkah ini 
dapat dilihat pada lampiran 23 halaman 69. 
c. Langkah selanjutnya adalah peng-inputan permohonan reklame dengan 
memilih menu Permohonan dan pilih Register Data Permohonan. 
Masukkan Nomor Pendaftaran yang tertera pada pendaftaran yang telah 
dicetak sebelumnya kemudian tekan cari dan data reklame yang sesuai 
akan muncul lalu klik register. Pada langkah ini mengisi data lebih lanjut 
mengenai reklame yang akan dipasang seperti Ukuran Reklame, Tanggal 
Pemasangan dan Tanggal Berakhir, Status Reklame, Kategori Reklame, 
dan Kelas Jalan. Pengisian data seperti Kategori Reklame dan Kelas Jalan 
harus sesuai karena bagian ini akan mempengaruhi perhitungan dari pajak 
reklame. Jika sudah semua data terisi maka pilih simpan. Jika reklame 
berdurasi singkat hanya beberapa hari maka lakukan ke langkah 
selanjutnya yakni ke langkah nota perhitungan. Namun, jika reklame 
berdurasi satu tahun maka tidak perlu dilakukan pencetakan nota 
perhitungan dan hasil cetak pendaftaran nantinya akan diberikan ke 
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pegawai untuk dilakukan pemeriksaan lapangan untuk reklame tersebut. 
Pengisian dalam langkah ini dapat dilihat pada lampiran 24 halaman 70. 
d. Reklame yang berdurasi singkat/tidak tetap harus langsung dicetak nota 
hitung adapun langkah untuk mencetak nota hitung adalah dengan memilih 
menu Nota Hitung dan cari data reklame dengan menggunakan nomor 
pendaftaran. Jika data reklame yang dicari muncul maka pilih Pergub 27 
Tahun 2014. Perhitungan untuk pajak reklame akan muncul secara 
otomatis. Periksa kembali apakah data yang tercantum sudah benar. Jika 
sudah benar, maka pilih simpan dan cetak nota perhitungan. Tahap ini 
dapat dilihat pada lampiran 25 halaman 71. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan 
Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Tanah Abang, praktikan mengalami beberapa 
kendala. Kendala yang dihadapi oleh praktikan yaitu: 
1. Adanya langkah-langkah pekerjaan yang dirasakan praktikan cukup panjang dan 
rumit. Sehingga praktikan mengalami kebingungan dalam menyelesaikan 
pekerjaan. Hal ini dirasakan pada saat praktikan melakukan pekerjaan pelayanan 
mutasi PBB. 
2. Praktikan mengalami kesalahan dalam peng-inputan data yang mengakibatkan 
ketidaksesuaian output yang keluar. Hal ini dirasakan pada saat praktikan 
melakukan pekerjaan pembuatan NPWPD dan NOPD. 
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3. Praktikan sulit untuk bertanya kepada pembimbing mengenai tugas yang diberikan 
dikarenakan pembimbing jarang berada di tempat. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Usaha praktikan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama 
menjalani kegiatan praktik kerja lapangan adalah: 
1. Pada saat pembimbing menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan 
tugas yang akan diberikan, praktikan memperhatikan dan mecatat langkah-langkah 
tersebut agar dapat menjadi acuan dalam melakukan tugas. 
2. Praktikan lebih teliti dalam melakukan peng-inputan data dan jika terjadi 
kesalahan dalam peng-inputan data, praktikan akan memberitahu kepada 
pembimbing agar pembimbing dapat melakukan pengecekan ulang dari hasil kerja 
yang sudah dilakukan oleh praktikan. 
3. Praktikan akan melanjutkan pekerjaan yang dirasa bisa dikerjakan sendiri dan akan 
bertanya kepada pembimbing atau pegawai lain saat waktu senggang atau sedang 
istirahat. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Pajak 
dan Retribusi Daerah Kecamatan Tanah Abang, praktikan mendapatkan pengalaman 
dan ilmu yang berharga. Dalam melaksanakan kegiatan PKL, praktikan dituntut untuk 
disiplin, memiliki tanggung jawab, teliti, pemahaman yang cepat, serta aktif dalam 
mengerjakan tugas yang diberikan. 
Selama pelaksanaan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanah 
Abang, praktikan dapat mengambil kesimpulan dari berbagai tugas yang diberikan 
kepada praktikan, antara lain: 
1. Praktikan mengerti tentang Sistem Portal BPRD dan cara mengaplikasikannya 
untuk mendaftarkan wajib pajak baru untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah 
2. Praktikan dapat melakukan proses untuk ketetapan pajak mengenai Pajak Air 
Tanah. 
3. Praktikan dapat mendaftarkan permohonan wajib pajak baru untuk Pajak 
Reklame. 
4. Praktikan dapat melakukan permohonan untuk pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
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B. Saran 
Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan, diharapkan mahasiswa dapat 
mengembangkan kemampuan bersosialisasi serta memperluas ilmu yang didapat 
sehingga bisa bersaing di dunia kerja. Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan 
dalam pelaksanaan kegiatan PKL antara lain: 
1. Bagi Praktikan: 
a. Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, ada baiknya praktikan harus 
mempersiapkan diri lebih baik dengan cara mengetahui profil tempat 
dilakasanakannya PKL serta meningkatkan pengetahuan yang sesuai 
dengan latar belakang tempat dilaksanakannya PKL. 
b. Menggunakan serta mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang didapat dari 
pelaksanaan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanah 
Abang. 
c. Memberikan kesan yang baik dari awal pelaksanaan PKL sampai dengan 
selesai. 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta: 
a. Memberikan pengarahan terlebih dahulu sebelum mahasiswa menjalankan 
kegiatan PKL agar mahasiswa mendapatkan arahan yang sesuai sehingga 
tujuan yang diharapkan tercapai dan mahasiswa dapat mempersiapkan 
PKL dengan baik. 
b. Menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 
instansi atau perusahaan tempat diadakan PKL. 
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c. Menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan atau instansi agar dapat 
membantu mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL. 
3. Bagi Unit Pelayan Pajak dan Retribusi Daerah Tanah Abang: 
a. Sebaiknya UPPRD membuat web yang lebih sederhana dan mencakup 
semua agar dapat memudahkan para karyawan untuk menginput tugas 
mengenai perpajakan daerah. 
b. Sebaiknya UPPRD Tanah Abang menambah beberapa pegawai, agar dapat 
membagi-bagi tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
yang datang ke UPPRD maupun dalam pekerjaan lainnya. 
c. Terus bekerja sama dengan universitas agar pelaksanaan PKL dapat 
berjalan dengan lancar. 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2 : Surat Penerimaan PKL 
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Lampiran 3 : Surat Keterangan PKL 
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Lampiran 4 : Surat Penilaian PKL 
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Lampiran 5 : Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 6 : Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 7 : Struktur Organisasi  
 
 
 
53 
 
 
 
Lampiran 8: Struktur Satuan Pelaksana Pelayanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Satuan Pelayanan 
Fatimatuzzahra, SE 
NIP. 198905202010012005 
Pegawai Satuan 
Pelayanan 
Noviana Herningtyas, 
S.Kom 
NIP. 
198811122011012016 
Pegawai Satuan 
Pelayanan 
Sean Janitra A. Md 
NIP. 
198710212011011009 
Pegawai Satuan 
Pelayanan 
Sari Budiarti, A. Md 
NIP. 
198505022011012018 
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Lampiran 9: Log In Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D)  
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Lampiran 10: Pendaftaran Wajib Pajak Baru 
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Lampiran 11: Peng-inputan untuk mendapatkan NPWPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
 
 
Lampiran 12: Peng-inputan untuk mendapatkan NOPD 
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Lampiran 13: Dokumen untuk meng-input ketetapan Pajak Air Tanah 
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Lampiran 14: Pencarian Wajib Pajak PAT dengan No.Reg  
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Lampiran 15: Peng-inputan SKPD PAT 
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Lampiran 16: Tampilan setelah peng-inputan SKPD 
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Lampiran 17: Menu untuk Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
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Lampiran 18: Tampilan Pendataan SPOP dan LSPOP 
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Lampiran 19: Pengisian SPOP 
 
 
 
 
 
65 
 
 
 
Lampiran 20: Pengisian LSPOP netapan luas tanah yang sudah diubah 
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Lampiran 21: Penetapan luas tanah yang sudah diubah 
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Lampiran 22: Hasil pemutakhiran data PBB 
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Lampiran 23: Pendaftaran baru untuk Pajak Reklame 
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Lampiran 24: Peng-inputan permohonan reklame 
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Lampiran 25: Pencetakan Nota Perhitungan untuk Reklame tidak tetap 
 
 
 
 
